
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 68 TAHUN 2019 

TENTANG  

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

TAHUN 2018-2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa menciptakan birokrasi pemerintah yang 
profesional dengan karakteristik adaptif, 

berintegritas, berkinerja tinggi, mampu 
melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi 

dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta 
kode etik aparatur sipil Negara merupakan 

tujuan reformasi birokrasi; 

b. bahwa Road Map reformasi birokrasi 
merupakan alat bantu bagi Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 
mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-

kegiatan dalam pelaksanaan reformasi 
birokrasi, sehingga perlu diatur perencanaan 

kerja terperinci dan berkelanjutan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan 
Bangka Belitung tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2018-2022; 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

SALINAN 



 

 

 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  
Republik   Indonesia  Tahun  2014 Nomor  244,  

Tambahan Lembaran Negara  Republik  
Indonesia Nomor  5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor  5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538); 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG TENTANG ROAD MAP REFORMASI 
BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN 

BANGKA BELITUNG TAHUN 2018-2022. 

 

Pasal 1 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2018-2022 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai 
pedoman dalam melaksanakan penyusunan 

dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan 
dan kegiatan reformasi birokrasi di Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung      Tahun 

2018-2022. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 2 Desember 2019 

 
GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
ERZALDI ROSMAN 

 
Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 2 Desember 2019 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

YULIZAR ADNAN 

 
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019       

NOMOR 56 SERI E 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
MASKUPAL BAKRI 

Pembina Utama Muda/IV/c 
NIP. 19630306 198603 1 015 


